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PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 4 TAHUN 2014 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL  

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI  

PERDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi 

Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional perlu ditetapkan Petunjuk Teknis 

Operasional; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang 

Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi 

Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

Mengingat   :

   

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 



2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4587); 

  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 07/2009 

tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan 

Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan; 

  6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2012 Nomor 11 Seri E); 

  7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012Nomor 12 

Seri E); 

    MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM 

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SISTEM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi 

Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembagunan 

Nasional  yang selanjutnya disebut PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN adalah 

program Pemerintah  yang ditujukan sebagai upaya mengintegrasikan 



sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan reguler 

daerah.  

5. Petunjuk Perencanaan dan Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN 

yang adalah pedoman dan acuan untuk pelaksanaan PNPM MPd Integrasi 

SPP- SPPN di Kabupaten Gunungkidul. 

6. Alokasi Dana Desa Yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber 

dari bagian dana perimbangan kuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh Kabupaten/Kota. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut     APB-

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap 

hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. 

10. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki 

kompetensi/kecakapan substansif dan teknis serta memiliki ketrampilan 

penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas 

pelaksanaan tugas memandu dan mendampingi masyarakat dan 

pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya. 

11. Satuan Kerja Perangkat Derah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang 

tertentu di Daerah. 

12. Forum SKPD adalah Forum yang berhubungan dengan pelaksanaan 

fungsi/sub-fungsi, kegiatan sektor dan lintas sektor adalah wadah bersama 

antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan 

pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan 

SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara 

penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 

14. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan 

untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta 

menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar 

penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten pada tahun anggaran 

berikutnya. 

15. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa 

(pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak 



yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana 

kegiatan tahun anggaran berikutnya. 

16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah laporan 

keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai 

seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB-Desa, 

yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. 

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. 

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

19. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah 

sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang penentuan  alokasi 

belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang 

Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.  

20. Partisipatif  adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran 

kegiatan untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan. 

21. Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif ke 

dalam mekanisme reguler. 

22. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana 

untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. 

23. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, 

baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak 

lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan. 

24. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan 

kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, 

pemetaan wilayah dan analisa para pelaku dengan menggunakan 

pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan. 

25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 

27. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang diselanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut 

RPJM - Desa adalah  dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun 

yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan 

Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program prioritas kewilayahan, disertai 

dengan rencana kerja. 



29. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan 

penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi 

desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 

dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja,  dan 

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD)  dan RPJM-Desa. 

30. Setrawan adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus 

untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di 

kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan serta 

mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan 

partisipatif. 

31. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau 

kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat. 

Pasal 2 

PTO menjadi acuan bagi semua pelaku dalam pelaksanaan PNPM MPd Integrasi 

SPP-SPPN. 

Pasal 3 

PTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. 

Ditetapkan di Wonosari 

pada tanggal 28 Januari 2014 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

ttd 

BADINGAH 

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal  28 Januari 2014 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

ttd 

BUDI MARTONO 

BERITA  DAERAH  KABUPATEN  GUNUNGKIDUL  TAHUN  2014  NOMOR  4    


